
a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik merupakan 
bantuan keuangan yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diberikan sccara proporsionaJ kcpada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten yang pcnghitungannya berdasarkan 
jurnlah perolehan suara; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Merueri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib 
Administrasi Pcngajuan, PenyaJuran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik serta berdasarkan ketentuan PasaJ 133 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menceri DaJam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraruran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 cencang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Dacrah, mcnyebutkan bahwa iata cara 
pembcrian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, baniuan 
sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Penghhungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, PenyaJuran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Baruuan Keuangan Kepada 
Partai Politi.k di Kabupaten Cilacap; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten DaJam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

BUPATI CILACAP, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN TATA CARA PENGHJTUNOAN, PENOANGGARAN DALAM ANOGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTlB ADMINISTRASI PENGAJUAN, 

PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR , TAIIUN 2019 

TENT ANO 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalab Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pcmerintahan Daerah yang mcrnimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGHJTUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP. 

Menecapkan 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 ten tang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tcntang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tabun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tabun 2018 Nomor 8, Tambaban 
Lcrnbaran Daerah Kabupatcn Cilacap Nomor 159); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 20 IO 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tarnbahan 
Lernbaran Daerah Kabupatcn Cilacap Nomor 53); 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. 

4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kornisi 
Pemilihan Umum Pusat, 

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang sclanjut nva disingkat KPUD adalab 
Komisi Pernilihan Umum Dacrah Kabupntcn Cilacnp. 

6. Badan Pcndaparan. PcnRcfolnnn Kcuungun dan Asr1 Darrah, yang selanjutnya 
dismgkn: BPPKAO adnlah BPPKAD Knbupatcn Crlacap. 

7 Kcpala 13PPKAO udnlah Kepnla BPPKAD Kabupatcn Cilurnp. 
8. Badan Kcsutuan 0,ml(sa dnn Pohtik oduluh A11dt111 KcsEnuan Bungsa dan Pnhtik 

Kabupa1c11 Cilacap. 
Q Sekretnrrat Ducrah adalah Sckretnrint Dacru h Ko bupatr-n Cilacap. 
IO Partai Pohtik adalah orgarusnsr yang bcrsifa: nasrnnal dan dibcntuk oleh 

<ckclornpok warga ncgara lndoneaia sccnra sukarela atas dasar kesarnaan 
kehcndak dan cua-cna untuk mcrnpcrjuangkan clan mcmbcla keperiungan 
poliuk anggota, rnasyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945. 

11 Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya dismgkat DPC atau 
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerab yang duetapkan 
berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lamnya yang 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaJ Politik dan atau Dewan Pimpman 
Dacrah Partai Politik. 

l.:?. Dewan Pimpinan Daerab Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau 
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provmsi yang 
diretapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan 
lamnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 

13. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjuinya disingkac DPP adalah 
pengurus partai politik di tingkat nasional yang diictapkan berdasarkan hasil 
kepurusan Munas/Kongres/Muktamar arau sebutan yang sejerus yang telah 
terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

); Pemilihan Umum selanjucnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil daJam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

~5. Pernilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pernilu untuk mcmilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien dalam i'<egara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
NegarH Republlk Indonesia Tahun 1945. 

lf>. Keuangan Daerah adalah semua hak dun kewajiban Daerah dalam rangka 
pt-ny,•JcnAAarnan Pernerintuhan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalumnya !Wgnlu beruuk kekayaun ynng berhubungan dcngan hak 
dan kewajiban Daerah tersebut 

17 Anggaran Pendapaian dan Belnnja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah APBD Kabupaten Cilacap 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjuinya disingkat PPh.D adalah 
Kepala Satuan Kt:1)8 Pengelola Kcuangan Daerah yang mernpunyai rugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah dalam hal mi Kepala BPPKAD Kabupaten Ctlucap 

19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang sclanjutnya d1singkal RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan angguran Satuun Kcrja Pcngelola Keuangan Daerah 
dalarn hal im Badan Pendapall:ln, Pengelolaun Keuangan dan Aset Daerah selaku 
Benda.hara Umum Daerah. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupakan dokumen yang memuat pendapaLan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan olch pengguna anggaran. 



(I) Be saran nilai bant unn keuangan sebugnirnunn drrnuksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dapat dinaikan sesua: dengun kemurnpuan keunngan daerah Sl'tt"ia.h mcnd~pat 
perseruJuan Menier. yang kernudlun kewenungau Mt•nlcri rersebut d1delegas1kan 
kepada Gubcmur . . . 

(2) Persecujuan Gubcmur terhadap kenuiknn bantuan keuangan partai pohuk 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) diberikan setelah dilakukan 
cvaJuasi APBD kabupaten. 

Pnsnl '1 

(IJ Besamva baruuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
penghuungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pernilu 
DPRD kabupaten. 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pernllu DPRD kabupaten sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (I) drdasarknn pnda hasil pcnghitungan suara sah permlu DPRD 
kabupaien yang ditetnpkan oleh KPUD. 

(3) Besaran nilai banruan keuangan kepudu pnrtai polltik ungkat daerah kabupaten 
yang mendapatkan kursi di DPRD kuhupnten SPbagnimuna dimaksud dalam ayat 
(2) sebesar Rpl 500,00 [serlbu limn rnt111-1 rupiuh] per suara sah. 

PasaJ 3 

(l Bupati memberikan bantuan keuangan kcpada partai politik di tingkat daerah 
kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupatcn. 

21 Banruan keuangan kepada partai politik sebagairnana clima.ksud pada ayai (1) 
diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah 
perolehan suara. 

(31 Banruan Keuangan sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun. 
(41 Banruan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD 

zabupaten. 

Pasal 2 

BAB II 
PENGIIITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

21. Surat Permintaan Pembayaran Langaung PPKD, yang sclanjutnya disingkat SPP 
LS adalah dokumen yang diajukan oleh bcndahara pengeluaran PPKD untuk 
permintaan pembayaran atas transaksl-transaksi yang dilakukan PPKD dengan 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pcmbayaran tertentu, 

22. Surat Perintah Mcmbayar, yang selanjutoya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/ ditcrbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas bcban pengeluaran DPA-SKPD. 

23. Surat Perintah Pcncairan Dana, yang selanjutnya dismgkat SP20 adaJah 
dokumen yang diguna.kan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD bcrdasarkan SPM. 

24. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumbcr dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dlberlkan secara proporsional kepada 
Partai Poliuk yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupatcn yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan 
pnoritas pcnggunaan untuk pcndidikan politik. 

25. Daftar Nommatif Caton Penerima Bantuan Keuangan Partai Poliuk. yang 
selanjutnya disingkat DNCPBKPP adalah daftar yang berisikan nama dan alamat 
pencnma bantuan keuangan bcserta besaran bantuan keuangan yang disusun 
bcrdasarkan hasil verifikasi SKPD yang menjadi dasar pencantuman anggaran 
Bantuan Kcuangan Partai Politik dalam KUA dan PPAS. 



(J) Permohonan pengajuan baruuan keuangan Partai Polttik kcpada Bupati 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7, dilarnpiri dengan: 
a. Proposal Rencana Penggunaan Dnnu Hantuan Paruu Politik; 
b. Kelengkapan administrasi pengajuun baruuun keuangan Partai Pc!litik. . . 

(2) Proposal sebagaimana drmaksud pada uyut ( 1) huruf a, mernuat paling sedikit: 
a.data dan profil pemohon, 
b.latar belakang, berisi uraian ieruang gambaran umum mcngcnai Iakta-Iakta 

dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya bantuan 
keuangan oleh Part.ai Politik; 

Pasal 8 

( J) Perigurus Partai Politik tingkar Kabupaten mcngajukan surat permohonan 
bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupat.i dcngan ternbusan disarnpaikan 
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kcsaruan 
Bangsa dan Pohuk Kabupaten. 

(21 Pengajuan surat permohonan baruuun keuangan kepada Partai Polttik 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I) rnenggunakan kop surat dan clibubuhi cap 
stempel Partai Politik dan ditandataugani oleh ketua dan sekretaris DPC atau 
sebuian lainnya. 

Pasal 7 

BABIV 
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 

(I) Berdasarkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD disusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(2) DPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPA-PPKD untuk bclanja 
bantuan keuangan dalam bentu.k uang, 

(3) Rincian objek belanja banruan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran banruan keuangan. 

(4) Penenruan besaran anggaran bantuan keuangan mernperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

Pasal 6 

(1) Bantuan keuangan Partai Politik dicanturnkan dalam RKA-PPKD. 
(2) Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dianggarkan dalam kclompok belanja tidak langsung, jenis bclanja bantuan 
keuangan, objek dan rincian objck belanja bantuan keuangan Partai Politik. 

(3) Rincian objck belanja bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan nama pencrima dan besaran bantuan keuangan. 

(4) Besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

BABIII 
PENOANGGARAN DALAM APBD 

(3) Pe~et~juan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan 
~nilaian dan cvaluasi yang dilakukan secara sclektif sesuai dengan kriteria dan 
tidak mengganggu pclaksanaan program prioritas daerah, 

(4) Kriteria scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi '. 
a. kondisi kemampuan keuangan dacrah; 
b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran scbelumnya; dan 
c. indeks kemahalan. 



[I) Verikasi kelengkapan adrninistrasi sebagaimana dirnaksud dal~ Pasal 8 ayar (1) 
dilakukan oleh Tim Verikasi Kelengkapan Adrninistrasi PeogaJuan Permohonan 
Banruan Keuangan Partai Politik. 

Pasal 10 

BAAV 
VERIFIKASI KELENGKAPAN Al)MINIR'l'l~ASI PENGA,IUAN 

PE.RMOIIONAN llANTUAN h.EUANGAN 

(11 Daiam hal Partai Polilik tidak rnengaju kan pcrmohonan bantuan keuangan 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 don Pasal 8 pada tahun anggaran 
berjalan. bantuan kcuangan yang bcrsumbcr duri APBD udak dapat dibcrikan. 

{2) Oalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan duingkat pusat, ditingkat 
Provinsi atau ditingkat K.abupaten, maka pcngaJuan bantuan keuangan Partai 
Poliuk yang bersumber dan APBD dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai 
Pohuk dningkat Provins, dan dumgkai Kabupaten yang disahkan olch Dewan 
Pimpman Pusat Paruu Pouuk yang sah dun rerdaftnr d1 Kcmeontenan Hukurn dun 
HAM. 

Pasal 9 

c. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan rujuan diajukannya 
permobonan bantuan kcuangan oleh Partai Politik beserta bentuk kegiatan 
Y~~ akan didanai dari bantuan keuengan tersebur, 

d. rmcran kebutuhen anggaran, berisi uraian ten tong rcncana penggunaan dana 
bantuan keuangan partar poliuk diprioruaxknn unruk pendidiknn politik 

e. jadwal pelaksanaan kegiatan. berisi tPnlfln,:i uraian wakiu dan ternpai 
pelaksnnaan kcgintan yang ukan dilaksunuknn olch pcncrrma baruunn 
keuangan partai pohtik; 

(3) Kelcngkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, terdiri 
atas . 
a. surat kepu~usa~1.DP~ Partai Politik yang menctapkan Susunan Kepengurusan 

DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir 
oleh Ke~a dan Sekretaris DPC Partai Polilik atau sebutan lainnya atau 
dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga 
masmg masing Partai Polnik; 

b. fotokopi surat kctcrangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c surai keterangan autcntifikasi hasil penetapan perolchan kursi dan suara 

partai pohtik hasil pernilihan umum DPRD Kabupatcn yang dilegalisir oleh 
Sckretaris Kornisi Pemilihan Umum kabupatcn; 

d nomor rekening kas umum panai poliLik yang dibuktikan dengan pemyataan 
pernbukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan kcuangan partai politik diprioritaskan 
unruk pendidikan politik; 

f. laporan rcalisasi penerimaan dan pengcluaran banruan keuangan yang 
bersumber dari APBD kabupatcn tahun anggaran sebelumnya yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kcuangan; 

g surat pernyacaan ketua partai politik yang menyacakan bcrranggungjawab 
secara formil clan materiil clalam penggunaan anggaran bantuan keuangan 
partai politik clan bersedia diiuntut sesuai peraturan perundangundangan 
apabila mcmbcrikan keterangan yang tidak beriar yang ditandatangani Ketua, 
Sckretaris, dan Bcndahara atau scbutan lainnya di atas matcrai clcngan 
menggunakan kop surat partai politik. 

(4) Format surat Pemyataan Ketua Partai Politik yang bertanggungjawab sccara 
formil dan materiil sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf h, sebagaimaoa 
tercanrurn dalam Lampiran l Peraturan Bupati ini. 

(51 Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) huruf a 
dan b dibuat rangkap 2 (dua) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD 
dan Kepala Sadan Kesaruan Bangsa dan Politik Kabupaten. 



( I) Pencairan bantuan keuangan kepada P1fftai Pohuk didasarkan pada DPA-PPKD. 
(2) Pencairan banruan keuangan kepada Partai Pohuk dilakukan dengan mekanismc 

pembayaran langsung dan disalurkan mclaJui Rekening Kas Umum Daerah ke 
rekerung Partai Politi.k penerima banruan kcuangan. 

Pasal 14 

(1) Kepala SPPKAD selaku PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan banruan 
keuangan kc rckening kas umurn Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan 
rnelarnprrkan Berna Acara Hasil Verlfikaai Kek-ngkapan Adrrunistrasi 

(2) Kerua a tau se-butan lain Partai Poli I ik Tingkat Kabupaien menyampaikan tanda 
buku penerirnaan baruuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (I) kepada Bup1-11i rnelalul Kepala BPPKAD selaku PPh.D 

(3) Penyarnpaian tanda huku sebagairnanu dimaksud padn avat (2) disertai 
pe nandatanganan Be-riia Acaru Sernh Terlrna Bantuan Keuangan 

(4) format Berita Acara Sernh Terirnn Bt111l uun lvcuungnn scbag.iimana drmaksud 
pada ayat (3) sebagairnann iercaruum tlnlruu Larnpiran Iii Peraruran Bupati 1111. 

Pasal 13 

BAB Vl 
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

( 1) Hasil verifikasi kelengkapan adrninistrasi bantuan keuangan kepada partai 
pohtik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam Serita Acara. 

(2J Serita Acara Hasil Vcrifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) oleh Tim 
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) dilaporkan kepada 
Bupau dengan dilampiri keiengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

(JJ Format Serita Acara Hasil Verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran 11 Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

( 1) Vcrifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (I) bertujuan untuk: 
a memastikan kcberadaan dan kcabsahan Partai Politik yang mcngajukan 

permohonan; 
b.mcmastikan domisili/alamat sekretariat Partai Politik sebagarrnana tcrcantum 

dalam kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan; 
c. mernastikan kegiatan yang akan dibiayai dcngan dana baruuan keuangan 

kepada Partai Politik sebelum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan 
kepada Partai Politik. 

(2) Dalarn rnelaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat 
melakukan klarifikasi, konfinnasi dan permintaan informasi kepada pemohon 
baruuan kcuangan atau pihak-pihak lain uncuk mcmasti.kan kcbcradaan dan 
keabsahan pemohon bantuan keuangan seria kelayakan kcgiatan yang diajukan 
pemohon 

Pasal 11 

(2) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik. 

(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimakaud pada ayat (1) tcrdiri alas unsur Badan 
Kcsatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sctda, BPPKAD, lnspektorat 
Kabupaten Cilacap, dan KPUD. 

(4) Pembentukan Tim scbagaimana dirnaksud pada ayat {I) ditetapkan dengan 
Kcputusan Bupati. 

(5) Biava verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) drbebankan pada APBD. 



CJ) Baruuan keuangan kepada partai pobuk dtpriorirnskan untuk melaksanakar' 
pcndidikan polltlk bagi anggota partai politik dan masyarakat 

(2) Sclwn digunakan unruk rnelaksanaknn pend1dikan pohtok scb._11:,umnna 
drmaksud pado aynt ( JI, bantuan keuangan kepada partai pohttk juga d1i:un11kan 
untuk operaslonal sekretariat partao politik. . 

(~) Bentuk l«,1(181An pendidikan pohtik .cb.~gmmano d,muksud f'"dn avat [I], umara 
lain berupa ; 
a seminar; 
b.lokakarya, 
e diJllog ,n1eruk11r, 
d . 5IU Nllt'han , 
e, workshop, clan ~ 
f kc-giatan pertemuan p.trlui 1x>lilik ln1nn~u eeetuu dC'ogon lllg.t:,. dun un~s• 

partal poliUk 

BAB VII 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUA'IGAN 

Pasal 17 

Penerima baruuan kcuangan bcrumggunf!IA\\"ab sepenuhnya atas kebenaran don 
keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (21 dan 
ayat (J). 

Pasal 16 

( 11 1\,-,,..Jn HPPKAll ""lnku l'PKO mrmrnnu,hknn kep11dn Bendahnrn Prngrlu.<r,tn 
SKPKD 11111uk rnernbuut S11r111 l'rrmmtnnn l'cmt...)··mtn l.an11•un11 JSPP·LS) 

(.!I Sl'P LS PPKP .rbit1t111m,1n11 d11ru1k•ud pada U\'llt fl I dm1ukon krpa,t,, l'PKI> 
m.-!Hlui l'PK SKPKD, dolcngknp, dc·ngrin · 
n, prr111y11r111,,n t1dm1n1stritK1 penemrnn bnntunn kct.1,.tn~an kr.podo Pi1lrttt1 Puht1k 

M<'b11gn1mnno 1hmok•ud dnlnm "'"'"' 11 nyat f.l) don (3) ,,..,., lknta Arqrn 11u.,1 
Verinka~i Krlrngkopnn Admm10lro"1, 

b. KrputuMn Bupnu 1,·n1,111g r.-m·nrru, Bantuon Krunngnn, 
c surnt pernyatuan 1nnRRUllftJllw11b belanjn ; 
d rtsalnh p<-rr,v.i.~1t1,11 11tfrr,tr11,truo1 pencasrnn 1-,.an1111tn kcuan,:tan kc~da f>arltit 

Pohtlk; 
(JI PPK SKPKU melnkukun pcngui1on k,·lcngkupan don •ub,uin" SPP L.<! 

""baf\llimnna dirnaksud podo oynt (:.!). 
Ml Apnb,la dokumen pcrsyurnton pencmran sebagarmnna dunaksud pnda nyo1 (21 

drnvutnknn lengknp, PPK-SKPKO mcncrbnkan SPM-L.«; unruk d11.andawngn111 
oleh Kcpalu BPPKAD selnku PPKD 

(SI .<!PM yang telah diterbukan d,nJukan kepada Kunsa BUD dengan dtlampiri : 
n. pt'l'!l)'ArAtRn adrnlnistrns. pencairnn bantuan keuangan dan Bcnu1 Acam Hasil 

Verifiknsl Kclcngknpan Adrnimstras. sebagmmano dimaksud padn ayat (2); 
b. Keputusnn Bupati rentang penerima bamuan keuangan: 
c. risalah persyamtan admrrustmsi pencairan bantuan kcuongan kepado Parra: 

Politik. 
(6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah rnetakukan pcngujinn substantif dan 

formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD. 
(71 Ookl.imen persyaratan administrasl pencruron bantuan kcuangnn sebagaimnna 

dimaksud aynt (2) huruf a rnerupakan arsip Pcngguna Anggaran. 
(81 Penerbitan SPP-l.S , SPM-LS dan SPJD sebagannana dimaksud pada uvat (21 

sampai dengan ayat (4) dilnksannkan sesuai kctentuan peraruran 
pcrundang-undangan. 

P,15.sl IS 



(11 Kegiatan operasionaJ sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 17 ayat (2) berkaitan dengan : 
a. adminisu-asi umum; 
b. berlangganan daya dan jasa; 
c pemehharaan data dan arsip; dan 
d pemeliharaan peralatan kanror. 

(2) Kegiatan operasional sckretariat Partai Politik bcrkaitan dengan adrnirnstrasi 
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain· 
a. keperluan ATK; 
b.rapat internal sekretariat; 
c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Poliuk, 
d.iransport unruk mendukung kegintan operasional sekretariat; 
e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputcr, mesin 

Iotokopi: 
f. sewa kant.or; 
g. honor ienaga adrninistrasi sekretariat partai pohuk ) ang berkornpcten di 

bidang pengelolaan keuangan daerah, 
(3) Kegiaian operasional sekretariat Purtai Pohuk berkaitan dengan berlangganan 

daya dan jasa sebagaimuna dimaksud padn ayat (I) huruf b antara lain 
a telepon, internet dan listrrk; 
b air rmnum sekretanat; 
c.jasa pos dan giro, 
d. surai menyurat; 
e. media cetak dan elektronik. 

PasaJ 19 

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pasal 27 bertujuan untuk: 
a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; 
b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif rnnsyarakat dalam kchidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , dan 
c. meningkatkan kernandirian, kcdcwosaan clan mcmbangun karaktcr bangsa 

dalam rangka mcmclihara persatuan dan kcsatuan bangsa. 
(2) Pendidikan politik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) bcrkaitan dcngan 

kegiatan : 
a. pendalaman mengenai kehidupan berbangsa dan berncgara dcngan matcn 

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka dan Negara Kesatuan Rcpubhk 
Indonesia. 

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam 
membangun etika dan budaya politik, dan 

c pengkaderan anggota part.ai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 
(3) kegiatan pendidikan politik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan memperhatikan keadilan dan keseiaraan gender untuk mcmbangun 
etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

(4) .Jenis pengcluaran kcgiatan pendidikan poliuk sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) rnelipuu : 
a. pernbayaran honorarium; 
b.pcmbayaran transport kegialan; 
c. akomodasi dan konsumsi; dan 
d. pcngadaan perlengkapan peserta kegiatan. 

Pasal 18 



(I) Ketua Partai politik wajib mcnyampaikan laporan pcnanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dan dana APBD secara 
berkala I (satu) tahun sekali kepada Bupau seielah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 

(2) Laporan penanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaropaikan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleb Badan Peme:riksa Keuangan. 

Pasnl 2:l 

(1 l Ketua Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penerirnaan dan pengeluaran kcuangan yang bersurnber dari APBD paling 
lambat 1 [satu] bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan , 

(2) Bagi partar politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau udak 
menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Sadan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi adrrurustrasi berupa 
tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan 
sarnpai laporan pertanggungjnwabau diperlksa oleh Badan Perncriksa Keuangan 

(3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjewaban sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan pada tahun anggaran berikut nya. 

Pasal 22 

(1) Panai politik wajib mernbuat laporan pe::rtanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD. 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
rekapirulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Poitik 
dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan: 

(4) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran rv Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 

(IJ Partai polilik pcnerima bantuan keuangan yang bersurnber dari APBD 
bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan banruan 
keuangan yang diterima, 

(2) Partai politik membuat pembukuan dan memclihara bukti penenmaan dan 
pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

Pasal 20 

BAB VIII 
PELAPORAN DAN PERTANOGUNOJAWABAN PENGGUNMN 

BANTUAN KEUANOAN 

(4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan 
data dan arsip sebagaimana dima.ksud pada ayat (I) huruI c antara lain : 
a.penyimpanan data elektronik; dan/atau 
b.penyunpanan data manual. 

(5) Kegiatan opcrasional sekrctariat partai politik berkaitan dcngan pcmeliharaan 
pcralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain 
a.pemehharaan peralatan clcklronik sekretariat; dan Zatau 
b. pcmeliharaan peralatan invcnlaris kantor sekrctariat. 



Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 3 Tahun 2018 ten Lang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Peridapatan dan Belanja Daeruh, dan Tertib Adrninistrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Penanggungjawab,tn Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Poluik d: Kabupaten Cilacap [Beruu Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2018 Nomor 3), dicabut dan dlnyaiakan uduk bertaku 

Pasal 28 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Banruan, keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
kabupaten basil PemiJu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan 
diresrnikannya keanggotaan DPRD kabupaten basil Pemilu periode berikutnya. 

(2) Dalam hal terjacti perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh 
kursi di DPRD kabupaten berdasarkan hasil pemilu, maka dilakukan 
pcnyesuaian nilai bantuan keuangan partai polilik. 

(3) Jumlah banruan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai 
dengan berakhirnya masa kcanggotaan DPRD kabupaten basil Pemilu pcriodc 
scbelumnya dalam I (satu] tahun anggaran periode berikutnya, 

Pasal 27 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Dalam hal tcrjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, pcmbcrian bantuan 
keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh 
Partai Politik. 

(2) Dalam hal tidak dapat diselesaikannya dualisme kepengurusan Partai Politik 
dalam tahun anggaran berkenaan, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang 
bersangkutan tidak dapat dicairkan. 

Pasal 26 

BABIX 
DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLJTlK 

Partai Politik vang rnelanggar kctcnluan sebagaimana d1maksud dalam Pasal 23 
dikenai sanksi administratif bcrupa pcnghcnuan pcrnberian bantuan kcuangan 
dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan ditcrimanya laporan 
pertanggungjawaban oleh Bupati, 

Pasal25 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk 
diketahui masyarakat. 

Pasal 24 

• 



SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAPTAHUN 2019 NOMOR 1 
FARID MA'RUF 

- PAMUJI 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal - 1 ffl Y ZOJ9 

DBUPATI ILA AP . 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 

PasaJ 29 

• 



H 

( TAT1'0 SU\! A 
Diundang:ka-11crrt:TI'lll::8i.:t. 
pada tan 

p BUPA 

KFn IA DPC I xrn \ 

( .. .. . .. . ) 

( . l . . . . ) 

BL 'JD,\HARA DPC SFKRETARJS DPC 

DPC 
PARTAI .... 

........ , . 

Dcngan ini menyatakan bahwa : 
I. Kami benanggungjawab secara fonnal dan materiil dalam penggunaan anggaran 

bantuan kcuangan Partai Politik 
2. Kami bcrscdia dituntut sesuai peraruran perundang-undangan apabila memberikan 

keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan 
Partai Politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan 

Dernikian surat pernyataan ini kami buat unruk dipergunakan sebagaimana mcstinya, 

J. Nama 
Jabatan : Bcndahara 
Alamat 

SURAT PER,'JYArAAN 
Yang bertanda iangan di bawah ini, 
1 'Jama 

Jabatan : Kerua 
Alamat 

"' 'Jama 
Jabatan : Sekretaris 
Alamat 

I 

KOP PARTAI POLITIK 

FORMAT SURAT PERNYATAAN 

LAMPIRAN 1 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANGGARAN DAI.AM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATI-.:N 
CILACAP 

• 



- ~'- 
F'ARID MA 'RUF 

Kerua I. ........... 
2. Sekretaris 1 ............. 
3 Anggom 3 ............ 
~ Anggota 4 ............. 
5. Anggota 5. 
6 Anggota <, 

7 Anp~otu 7 .. 
BUPATI 

~ 'TA.ITO SUW 

TIM VERLFIKASI 
KELENGKAPAN ADMDHSTRASI BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAl POLIT[!( TAHUN ··- .. 

Dcmikinn Berita Acara I Iasil Verifikasi Kclengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada 
Panai ini, dibuat untuk dapat dipcrgunakan sebagairnana mestinya, 

Pada hari ini T anggal . . . . . . . . . . . .. Bulan . . . . . . . . . . . lahun ............• Tim Veri fikasi 
Kelcngkapan Administrasi Bantuan Kcuangan Kepada Panai Politik yang dibcntuk berdasarkan 
kepurusan Bupati Cilocap Nomor: Tahun ianggal telah melakukan Verilikasi 
Pen.) aratan Administrasr Bantuan Keuangan Kepada Panai Politik Tahun ...... yang diajukan oleh 
l)PC 

Bcrdasarkan hasil Verifikasi Kelcngkapan Administras] bantuan Keuangan Kepada Partai 
Poluik, Tim mcnyatakan hahwa Panai relah memcnuhi persyararan untuk mcndapatkan 
Bantunn Keuangan dun Pemcrimah Daerah yang didasarkan pada hasil pcrolchan Suara pada 
Pnrtai Politik yang mcndapatknn kursi di DPRD Kabupatcn Cilacap pada Pemilihan Umum 
Tahun sebanyak suara sah X Rp - Rp . 

BERi IAACARA HASIL VERIFIKASI 
Kn ENGKAPAN ADMINISTRASI BANTLAN KEUANGA.\I KEPADA PARTAI ..... 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PENOIIITUNGAN, 
PENGANGOARAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN 
I.APORAN P!J:RTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
Cl LA CAP 

FORMAT SERITA ACARA HASIL VERIFIKASI 

• 



I .. 

t TATTO SUW 

( " ) 

IJl·NDAJ JARA 

( ) (. ) 

l'IIIAK PERTAMJ\ 
BlJPATI CLLACAP 

I'll IAK KEDUA 
DPC PARTAI.. .. 

K.ETUA 

Pada Hari ini ... Tanggal .... Bulan .... Tahun .... yang bertanda tangan dibawah IDl : 

I. Bupati Cilacap aiau pejabat yang ditunjuk BUIS nama Pemerintah Kabupaten Cilacap 
selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

-, Ketua dan Bendahara DPC Partai .. .. Kabupaten Cilacap atau sebutan lainn)a 
selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Banruan Keuangan Panai 
Politik Tahun ..... kepada DPC Partai .... Kabupaten Cilacap scjumlah Rp .... ( ... ) dan Pihak 
Kedua mcnerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah melalui 
Rekening Bank DPC Partai. .... Kabuparen Cilacap. 

Rerita Acara Scrah terima ini dlnyatakan sah sctclah cop) Surat Perintah Membayar 
(SPM) Giro Rank I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bl I) melalui Rekening K3!> 
Umum Daerah diterimn oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan, 

BERITA ACARA 
SERAII TERlMA BANTUAN K.EUANGA.~ PARTAI POLITIK 

NOMOR: . 

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERI MA BANTUAN KEUANGAN 

LAMPIRANM 
PERATURAN BUPA11 CILACAP 
NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANO 
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PF.:NOANGOARAN DAL.AM ANOGARAN 
PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENYAl,URAN DAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENOOUNAAN BANTUAN KEUANGA,~ 
KEPADA PARTAJ POLITIK DI KABUPATE:-i 
Cl LA CAP 

' • 



,o JENIS PENGELUARAN I JENIS VOLUME REALISASI ' KETERANGA;,.. 
KEGIATAN KEGIATAN IR•' 

I 2 3 4 s 6 
A PEKDIDIKAN POLITIK 

I lL Seminar; 
b. 1.oknkmyo ; 
e o,~lag lnternktl r: 
d. Sarusehan; 
e Work~hop; dnnl»wu 
( Regi!.'lutn penemuan lain 

sesual dengan IUgff'l dan 
funn!l..inva 

B OP!:.R.ASIONAI. 
SEKRETARIAT 

I. Administrasi Umum 
a. Keperluaa ATK 
b. Rapnt lnternal 

Sekretariat 
c, Perjalanan Dinas datam 

rangka pelaksanaan I 
tuga~ dan fungsi ranai 
Pollrl~ 

d. T ruuport dalam 
ranglrn mendukung 
kegiainn ,1pcmsionnl 
~S.:rctdfl111 

• l'cngad111.u1 bamn" 
1n\>c:nuul1. a.nuaro lain 
l).;rup• funi1urc 
komputer lllt:)111 
l1Holwpl 

f S.w• ~anwr dnn/mu 
g ltono, teuugu 

adm1n1,1ra\i .!M:kri:hi.rlut 
) ""I! b<rk1)mpe1e,1 d1 
bul .. n11 pcngcl11h,.u1 

• ~CUAU_jfliJI .L .L 

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
LAl'ORAN l'CRTANGGUNGJAWABAN 

OANTUAN KEUANOAN PAR[Af POI rnx ... 
TA HUN ANGGARAN . 

I aporan pertanggungjawaban pcnerimaan dan pengeluaran bantuan kcuangan Partai Politik 
sebesar Rp ( },yang telah diperiksa Sadan Perneriksa Keuangan pada 
tanggal ... bulan tahun .... sebagai berikut : 

* PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 51 TAHUN 2019 
TENTANO 
PEOOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANOGARAN DAI.AM ANGGARAN 
PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADIMINTSTRASI 
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN 
LAPORAN PERTANGGUNOJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANOAN 
KEPADA PARTAI POLITJK DI 
KABUPATEN C!LACAP 

• • 



( , ' 

B!!NO/\IIAR/\ lJMUM 81;.NOAIIARA. 

FARID MA'RUF' 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal r. 2 HAY 2019 

. .. .. . ..... ) 

\kngctahui 
KfTIJA ll\1UM KEllJA, 

Pcmcliharun l)ala clan 

I 
~"'i!.> lmpanan da11 

clcLrronlk dll!lla1au 
b pcnylmpannn data 

T' manual -,--+---~ 
4 Pcmciihomnn Pcmlaran 

1':Mror 
a .. pcmellhomnn 

peralman clektronik 
kcsckrcca ri o ton; 
danla1au 

b. Pemellharnan peralatan 
mventaris sekretaria; 

2. I ana• .., Daya dlll Jiil 
L Telepon, 1'*'1111 cllll 

Llllrilt 
b. Airminum 
c. Jasa l'O$ dan Giro 
d. Sunn 

menyul'III ;dlll1/atau 
e, S11n11 kabar mmgguan 

atau harlan 

• 

 


